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ABSTRAK:

CATATAN:

Menindaklanjuti UU No.23 Tahun 2014 Pasal 320 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Menindaklanjuti UU No.23 Tahun 2014 Pasal 322 ayat (4) tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal
Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten tentang APBD dan/ atau Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan
APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, Bupati
menetapkan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dimaksud menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2018

Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23
Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab. Kukar No.16 Tahun 2010;
Perda Kab, Kukar No.14 Tahun 2017; Perda Kab. Kukar No.7 Tahun 2018; Perbup Kukar
No.79 Tahun 2017; Perbup Kukar No.33 Tahun 2018;

Dalam peraturan ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Tahun 2018 berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Laporan Operasional; d. Laporan
Perubahan Ekuitas; e. Neraca; f. Laporan Arus Kas; dan g. Catatan Atas Laporan
Keuangan. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan laporan kinerja
dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019.
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